UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1957
TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan maka
Undang-undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah yang
berhak mengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui
sesuai dengan Negara K esatuan;

b. bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-
undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia;

Mengingat : Pasal-pasal 89, 131 jo. 132 Undang-Undang Dasar Sementara;
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

.Mencabut : a Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948
b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;

c. Peraturan-perundangan lainnya mengenai Pemerintahan
Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

I1.Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK
PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dengan Daerah dalam Undang-undang ini ialah daerah yang
berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut juga "Daerah
Swatantra" dan "Daerah Istimewa”.

(2) Jka dalam Undang-undang ini disebut "setingkat lebih atas’ maka yang
dimaksudkan ialah:
a  Daerah tingkat ke | (termasuk Daerah Istimewa tingkat 1) bagi Daerah

tingkat ke 1l (termasuk Daerah Istimewa tingkat 1), yang terletak dalam
wilayah Daerah tingkat | itu;
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3)

(4)

()

D)

(2)

b. Daerah tingkat ke Il (termasuk Daerah Istimewa tingkat 11) bagi Daerah
tingkat ke 11l (termasuk Daerah Istimewa tingkat 111) yang terletak dalam
wilayah Daerah tingkat 11 itu.

Jka dalam Undang-undang ini di belakang perkataan "Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah" atau "Dewan Pemerintah Daerah" disebut suatu "tingkat", maka
dengan "tingkat" itu dimaksudkan tingkat dari Daerah yang disebut dalam
hubungan itu.

Jika dalam Undang-undang ini di belakang perkataan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah tidak disebut sesuatu penjelasan, maka
yang dimaksud ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah
dari Daerah Swatantra dan Daerah Istimewa.

Dalam Undang-undang ini dengan istilah keputusan dapat diartikan juga
peraturan.

BAB Il
PEMBAGIAN WILAY AH REPUBLIK INDONESIA
DALAM DAERAH SWATANTRA

Pasal 2

Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) tingkat yang dergjatnya dari atas ke bawah adalah sebagai berikut:

a.  Daerahtingkat ke |, termasuk Kotaprgja Jakarta Raya,
b. Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja, dan
c. Daerahtingkat ke Ill.

Daerah Swapraja menurut pentingnya dan perkembangan masyarakat dewasaini,
dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa tingkat ke I,Il atau |1l atau Daerah
Swatantra tingkat ke I, Il atau I1I, yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri.

Pasal 3

Pembentukan Daerah Swatantra, demikian pula Daerah Istimewa termaksud dalam
Pasal 2, ayat (2), termasuk perubahan wilayahnya kemudian, diatur dengan Undang-
undang.

D)

Pasal 4

Yang dapat dibentuk sebagai Kotaprgja adalah daerah yang merupakan
kelompok kediaman penduduk, dengan berpedoman kepada syarat penduduk
sejumlah sekurang-kurangnya 50.000 jiwa.


http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.djpp.depkumham.go.id

(2)

Daam Kotapragja, kecuali Kotaprgja Jakarta Raya, tidak dibentuk daerah
Swatantra tingkat |ebih rendah.

BAB IlI
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH
BAGIAN |
KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Pemerintah Daerah terdiri daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan
Pemerintah Daerah.

D)
(2)
3)
(4)

D)

Pasal 6

Kepala Daerah karena jabatannya adalah K etua serta anggota Dewan Pemerintah
Daerah.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari, anggota Dewan
Pemerintah Daerah.

Selama Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum ada
rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang tertua usianya.

BAGIAN lI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 7

Bagi tiap-tiap Daerah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ditetapkan dalam Undang-undang pembentukannya, dengan dasar perhitungan
jumlah penduduk yang harus mempunyai seorang anggota bagi masing-masing
Daerah sebagai berikut:

a.  bagi Daerah-daerah tingkat | tigp-tiap 200,000 orang penduduk mempunyai
seorang wakil dengan minimum 30 dan maksimum 75;

b. bagi Daerah-daerah tingkat Il tigp-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai
seorang wakil dengan minimum 15 orang dan maksimum 35;

c. bagi Daerah-daerah tingkat I11 tiap-tiap 2000 orang penduduk mempunyai
seorang wakil dengan minimum 10 dan maksimum 20.
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(2)

3)
(4)

()

(6)

Perubahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
ketentuan-ketentuan tersebut tersebut dalam ayat (1) sub a, b dan c ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku untuk masa empat
tahun.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengis lowongan
keanggotaan antar atau, duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu
hanya untuk sisa masa empat tahun tersebut.

Menyimpang daripada ketentuan tersebut dalam ayat 3, anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama meletakkan keanggotaannya itu
bersama-sama pada waktu yang ditentukan dalam Undang-undang
Pembentukan.

Pemilihan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur
dengan Undang-undang.

Pasal 8

Yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah warganegara

Indonesia yang:

a.  telah berumur dua puluh tahun;

b. bertempat tinggal pokok di dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam
bulan yang terakhir;

c.  cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dalam huruf Latin;

d. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan
pengadilan yang tidak dapat berobah lagi;

e. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan

yang tidak dapat dirobah lagi;
tidak terganggu ingatannya.

Pasal 9

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah boleh merangkap menjadi:

a

b
C.
d

Presiden dan Wakil Presiden;
Perdana Menteri dan Menteri;
Ketua dan Anggota Dewan Pengawas K euangan;

Anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang tingkatnya lebih atas atau lebih rendah;

Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai yang bertanggung-jawab
tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan.
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D)

(2)

Pasal 10

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh:

a.  menjadi adpokat, pokrol atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana
Daerah itu tersangkut;

b. ikut serta dalam pemungutan suara mengenai penetapan atau pengusahaan
dari perhitungan yang dibuat oleh suatu badan dalam mana ia duduk
sebagal anggota pengurusannya, kecuali apabila hal ini mengena
perhitungan anggaran keruangan Daerah yang bersangkutan;

c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun menjadi
penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum,
pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leverancier), guna
kepentingan daerah;

d. melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang mendatangkan keuntungan
baginya atau merugikan bagi Daerah dalam hal-hal yang berhubungan
langsung dengan Daerah yang bersangkutan,

Terhadap larangan-larangan tersebut dalam ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dapat memberikan pengecualian apabila kepentingan Daerah
memer|lukannya.

(3 Anggota yang melanggar caranya tersebut dalam ayat (1) setelah diberi

(4)

D)

(2)

kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lisan atau tulisan, dapat
diberhentikan olen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebelum itu dapat
diberhentikan sementara oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Terhadap putusan pemberhentian dan pemberhentian sementara tersebut dalam
ayat(3), anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima
putusan itu, dapat minta ketentuan Dewan Pemerintah Daerah yang setingkat
lebih atas, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke |, dari
Presiden.

Pasal 11

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti karena anggota itu
meninggal dunia, atau dapat diberhentikan, karena anggota itu:

a.  memaukan permintaan berhenti sebagai anggota;
b. tidak mempunyai lagi sesuatu syarat seperti tersebut dalam Pasal 8 dan 9;

c. melanggar suatu peraturan yang khusus ditetapkan bagi anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali yang termaksud dalam Pasal 10.

Keputusan mengenai pengurangan keanggotaan termaksud dalam ayat (1) bagi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat ke | diambil oleh Menteri
Dalam Negeri di atas usul Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang
bersangkutan dan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bawahnya
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